
 

 

 
 

 
 

BUPATI KUANTAN SINGINGI 
PROVINSI RIAU 

 
PERATURAN BUPATI KUANTAN SINGINGI 

NOMOR  42  TAHUN 2021 

TENTANG 

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI KUANTAN SINGINGI  

NOMOR 34 TAHUN 2018 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA 

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI  

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI KUANTAN SINGINGI, 

 
Menimbang : 

 

a. bahwa dalam rangka peningkatan Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi perlu 

menetapkan Penyempurnaan Indikator Kinerja Utama 

sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu 

tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan; 

b. bahwa berdasarkan hasil reviu terhadap Indikator Kinerja 

Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah Kabupaten 

Kuantan Singingi, perlu dilakukan penyempurnaan 

terhadap Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah 

Kabupaten Kuantan Singingi; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 

Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati 

Kuantan Singingi Nomor 34 Tahun 2018 tentang Penetapan 

Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah 

Kabupaten Kuantan Singingi. 

 

Mengingat  : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang 

Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan 

Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten 

Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi 

dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 

SALINAN 



 

 

34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-

Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan 

Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten 

Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, 

Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota 

Batam (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4880); 

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara 

Nomor 4421); 

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 

Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438); 

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang 

Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Tahun 2005 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 

Nomor 4576); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 

(Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 4614); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 114); 

9. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem 



 

 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran 

Negara Tahun 2014 Nomor 80); 

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 

PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan 

Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi 

Pemerintah; 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk  Hukum Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) 

sebagiamana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk  Hukum Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 

tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi 

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan 

Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana 

Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2017 Nomor 1312); 

13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang 

Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan 

Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 4 

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kuantan Singingi 

Tahun 2016 Nomor 1); 

15. Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 1 

Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2016-2021 

(Lembaran Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 

2017 Nomor 1); 

16. Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 34 Tahun 2018 



 

 

tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan 

Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi (Berita Daerah 

Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2018 Nomor 34) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati 

Kuantan Singingi Nomor 50 Tahun 2020  tentang 

Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kuantan Singingi 

Nomor 34 Tahun 2018 tentang Penetapan Indikator Kinerja 

Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan 

Singingi (Berita Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 

2020 Nomor 50); 

17. Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 35 Tahun 2018 

tentang Penyempurnaan Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran 

dan Indikator Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten 

Kuantan Singingi (Berita Daerah Kabupaten Kuantan 

Singingi Tahun 2018 Nomor 35) sebagiamana telah diubah 

dengan Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor ….. 

Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan 

Bupati Kuantan Singingi Nomor 35 Tahun 2018 tentang 

Penyempurnaan Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran dan 

Indikator Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten 

Kuantan Singingi (Berita Daerah Kabupaten Kuantan 

Singingi Tahun 2021 Nomor …..). 

 

Pasal 1 

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 

34 Tahun 2018 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di 

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kuantan 

Singingi Nomor 50 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua 

Atas Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 34 Tahun 

2018 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di 

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi diubah 

MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan  : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA 

ATAS PERATURAN BUPATI KUANTAN SINGINGI NOMOR 

34 TAHUN 2018 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR 

KINERJA UTAMA DILINGKUNGAN PEMERINTAH 

KABUPATEN KUANTAN SINGINGI. 



 

 

pada Lampiran sebagaimana tercantum dalam Lampiran 

Peraturan Bupati ini. 

 

Pasal 2 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan.  

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan 

menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kuantan 

Singingi. 

 

Ditetapkan di Teluk Kuantan 

pada tanggal  21  Oktober 2021 
 

  Plt. BUPATI KUANTAN SINGINGI, 

 

                                 ttd. 

 

  SUHARDIMAN AMBY 

 

Diundangkan di Teluk Kuantan 

pada tanggal  21  Oktober 2021 
 

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI, 

 

ttd. 

 

 

AGUS MANDAR 
 

     BERITA DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN 2021 NOMOR 42 

 

 
Salinan sesuai dengan aslinya 

KEPALA BAGIAN HUKUM, 
 
 

SURIYANTO, SH, MH 
Pembina 

NIP. 19730603 200701 1 007 
 


